PENGADILAN AGAMA MANINJAU

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

NOMOR: 51/PPID.W3-A15/SK.HM1.1.1/1/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA MANINJAU
Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. Bahwa informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat
dan Terbatas;

¢. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi
Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan
tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka perlu
menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Terakhir dengan
Undang-Undang 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah
Agung RI;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-
144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun
2010 Tentang Penerimaan Tamu;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor
631/SEK/SK/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik
di Pengadilan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022

tentang Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi;

Mencabut Surat Keputusan Pejabat Pengelola



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tembusan :

Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama
Maninjau Nomor 1352/PPID.W3-A15/SK.HM1.1.1/
1/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Klasifikasi

Informasi Yang Dikecualikan;
MEMUTUSKAN:

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU;

Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum
dalam daftar lampiran keputusan ini

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya;

Ditetapkan di Matur
Pada Tanggal 02 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi

/'?r{\

Q v -
ERIN ANI

1. Ketua Mahkamah Agung Rl./Sekretaris Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
. Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl Non Yustisial di Jakarta;
. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;

. Ketua Pengadilan T‘mggl Agama Padang di Padang;
. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Pertinggal

2
3.
4
5. Para Kepala Biro pada Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6
7
8



Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari

informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok

informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi,

dianggap sebagai:

a.

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
dapat menghambat proses penegakan hukum;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

. Informgsi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

Informa}si yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
dapat merugikan kepentingan hubungan luar negers;

Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemaugn terakhir ataupun wasiat seseorang;

Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat
mengungkap rahasia pribadi;

Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan

Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya



dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan
proses penyusunan kebijakan; dan

j- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-
undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana
dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1,

antara lain:

a. Informasi dalam proses musyawarah hakim;

b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;

c. Penilaian Kinerja atau evaluasi kinerja individu hakim atau
pegawai;

d. Identitgs pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan
pegawai;

e. Identitafs halkim dan pegawai yang dilaporkan yang belum
diketahui publik;

f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di
pengadilan; dan

g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu
dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara
tertentu

Ditetapkan di Matur
Pada tanggal 02 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

*



LAMPIRAN KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA MANINJAU
NOMOR :51/PPID.W3-A15/SK.HM1.1.1/1/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

PENGADILAN AGAMA MANINJAU

J1. Bukittinggi — Lubuk Basung Km. 26 Padang Gelanggang
Telp/Fax. (0752) 61025

Website: www.pa-maninjau.go.id, E-mail: pa.maninjau@pta-padang.go.id

MATUR 26162

No

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

TAHUN 2026

Unit Kerja yang

Nama Infomasi Menyediakan Infomasi Penanggung jawab Informasi
Informasi di dalam
1 | proses Musyawarah Kepaniteraan Panmud Hukum
Hakim
Identitas Lengkap . .
2 TR e Kesekretariatan Kasubag Kepegawaian dan Ortala
3 mmmmnma._ Kinerja Kesekretariatan Kasubag Kepegawaian dan Ortala
Pegawai (SKP)
Identitas Pelapor
4 I e Kepaniteraan Panmud Gugatan/ Permohonan

dugaan pelanggaran
Hakim dan aparatur




Identitas Hakim dan
Aparatur yang
dilaporkan yang beum
diketahui publik

Kesekretariatan

Catatan dan dokumen
dalam proses mediasi

Identitas pihak
tertentu dalam
putusan atau
penetapan hakim

Kepaniteraan

Kasubag Kepegawaian dan Ortala

Panmud Gugatan

Kepaniteraan

Berita Acara Sidang
dan Alat Bukti

Kepaniteraan

Hakim

Panitera Pengganti

Ditetapkan di Matur
Pada tanggal 02 Januari 2026

PEJABAT . PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASL

e

ERIN SETIANI




